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ABSTRAK 

 

PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN KOMPLEKSITAS EKONOMI 

TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA 

Oleh: 

Balqys Rachely, Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si 

Disparitas distribusi pendapatan merupakan permasalahan ekonomi  yang 

dirumuskan dalam konsep Sutainable Development Goals (SDGs) karena dapat 

berdampak negatif bagi keadaan sosial politik suatu negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari belanja kesehatan, belanja pendidikan, 

belanja sosial dan perdagangan terhadap disparitas distribusi pendapatan di 

Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan merupakan 

data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi seperti Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Random 

Effect Model (REM). Ruang lingkup penelitian mencakup 34 Provinsi di 

Indonesia pada tahun 2010-2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara 

simultan dan parsial belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja perlindungan 

sosial dan perdagangan berpengaruh terhadap disparitas ditribusi pendapatan di 

Indonesia. Belanja kesehatan dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap 

disparitas pendapatan, sedangkan belanja perlindungan sosial dan perdagangan 

berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan 

Kata Kunci: Disparitas Pendapatan, Ketimpangan, Belanja Publik, Belanja 

Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Perlindungan Sosial, Perdagangan, 

Kompleksitas Ekonomi 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF PUBLIC EXPENDITURE AND ECONOMIC 

COMPLEXITY ON INCOME DISPARITY IN INDONESIA 

By: 

Balqys Rachely, Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si 

Disparity in income distribution is an economic problem that is formulated in the 

concept of Sustainable Development Goals (SDGs) because it can have a negative 

impact on the socio-political situation of a country. This study aims to determine 

the effect of health spending, education spending, social spending and trade on 

income distribution disparities in Indonesia. This type of research is quantitative. 

The data used is secondary data sourced from several agencies such as the 

Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics 

(BPS). The analysis technique used is panel data regression analysis using the 

Random Effect Model (REM). The scope of research covers 34 provinces in 

Indonesia in 2010-2022. The results of the study show that simultaneously and 

partially health spending, education spending, social protection spending and trade 

have an effect on income distribution disparities in Indonesia. Spending on health 

and education has a negative effect on income disparity, while spending on social 

protection and trade has a positive effect on income disparity 

Keywords: Income Disparity, Inequality, Public Spending, Health Spending, 

Education Spending, Social Protection Spending, Trade, Economic Complexity 
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1. BAB I                                                                                                                                                                                                            

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi yang ingin di capai sebuah negara adalah tecapainya pertumbuhan 

ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan yang merata, menurut Kuznet (1955) 

disparitas meningkat pada tahap awal proses pembangunan ekonomi sebelum 

menurun dengan tahap perkembangan selanjutnya. Namun sering kali di negara 

berkembang pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan 

yang terjadi kemudian suatu negara akan stagnan hingga menyebabkan penurunan 

taraf hidup, sehingga disparitas menjadi konsekuensi dari trickle down effect 

pertumbuhan ekonomi yang tidak terealisasi (Arsyad, 2010). Disparitas membawa 

potensi negatif bagi perekonomian, disparitas menyebabkan ketidakstabilan 

politik dan ekonomi, redistribusi pendapatan yang lebih tinggi yang kemudian 

berujung pada penurunan tingkat investasi (Perroti, 2011). 

Kasus disiparitas di berbagai negara, baik di negara berkembang ataupun 

negara maju terus mengalami peningkatan dan telah menjadi tren, terkhusus di 

negara berkembang disparitas akan lebih terasa efeknya karena fokus utama dari 

negara berkembang adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang 

mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian hal ini berdampak 

pada tingkat pemerataan ekonomi yang biasa di sebut trade-off. Sehingga masalah 

kesenjangan pendapatan kerap kali menjadi pusat perhatian yang harus segera 

diatasi di seluruh negara. Seperti yang diketahui, dalam rencana pembangunan 

global yang dirumuskan dalam konsep Sustainable Development Goals (SDGs) 

bertujuan sebagai usaha demi mengurangi disparitas pendapatan yang terjadi pada 
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suatu negera. Indonesia sendiri termasuk dalam golongan negara yang memiliki 

masalah disparitas pendapatan, disparitas menggambarkan distibusi pendapatan 

yang tidak merata sehingga digolongkan dengan masyarakat tingkat pendapatan 

tinggi dan golongan tingkat pendapatan rendah, atau terletak di bawah garis 

kemiskinan (poverty line).  

(ADB, 2013) dalam publikasinya mengenai pengaturan tentang indikator 

pembangunan menjelaskan bahwa disparitas pendapatan di ukur dengan 

menggunakan gini ratio, pengukuran gini ratio dilakukan menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Kedua metode 

memberikan hasil yang berbeda. Umumnya disparitas yang diukur dengan 

pendekatan pengeluaran akan lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan 

pendapatan. Mayoritas negara negara berkembang di Asia menggunakan 

pendekatan pengeluaran untuk menghitung disparitas pendapatan yang terjadi di 

negara nya termasuk Indonesia. Nilai gini indeks berada antara nol hingga satu, 

bila nilai indeks gini semakin mendekati angka satu menunjukan posisi disparitas 

pendapatan yang semakin tinggi. 

Menurut (Buhaerah, 2017; Heryanah, 2017; Wibowo, 2017; Nurul et al., 

2021;Ihsani & Rohman, 2022; Novianti & Panjaitan, 2022) Indonesia mengalami 

masalah ketimpangan yang diukur dengan menggunakan indeks gini, Gambar 1.1 

menunjukan posisi dispartias pendapatan yang berdasarkan pengeluaran 

masyarakat pedesaan dan perkotaan yang terjadi di Indonesia. 
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Sumber: World Bank  

Gambar 1.1 Tingkat ketimpangan Indonesia (Gini Index) Tahun 2000-2021 

Pada Gambar 1.1 dapat di simpulkan bahwa posisi disparitas Indonesia 

memiliki tren peningkatan dari tahun 2000. Meskipun berada di posisi tingkat 

disparitas sedang namun di Indonesia disparitas terus meningkat dari tahun 2000 

hingga mencapai tingkat disparitas tertinggi di tahun 2015 yaitu 0,41. Tahun 2000 

adalah tahun dimana otonomi daerah terjadi menurut (Yanuar, 2013) disparitas 

pendapatan tetap tinggi bahkan setelah otonomi daerah terjadi, hal ini disebabkan 

oleh perpindahan faktor produksi ke daerah pusat dan backwash effect, Bali dan 

wilayah pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang memiliki konsentrasi 

kegiatan ekonomi yang lebih terfokus sehingga menarik tenaga kerja dan modal 

ke pusat pemerintahan kemudian membuat gap antara pusat dan daerah tertinggal. 

Pada tahun 2016 disparitas mengalami penurunan dan masih dapat 

dikendalikan hingga di tahun 2019 disparitas mengalami tren yang berbalik, 

hingga pada tahun 2021 gini ratio Indonesia berada pada poisi 0,398. Hal ini 

disebabkan oleh adanya wabah yang terjadi di Indonesia sehingga mengharuskan 

pemerintah untuk menetapkan kebijakan lockdown, dampak kebijakan lockdown 
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sangat rentan bagi masyarakat golongan menengah kebawah karena membawa 

dampak bagi pekerjaan dan pendapatan mereka yang kemudian berakhir pada 

penurunan aktivitas konsumsi. (Dwi Putra Santoso & Mukhlis, 2021; Novianti & 

Panjaitan, 2022; Oldiges & Nayyar, 2022; Putri & Wulandari, 2022) 

Pada level Provinsi, disparitas pendapatan di Indonesia tetap terasa 

tercermin pada Gambar 1.2 yang menggambarkan posisi disparitas dengan range 

tertinggi terdapat di daerah Pulau Jawa, Sulawesi dan sekitarnya berbanding 

dengan Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat disparitas pendapatan 

cenderung rendah. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Gambar 1.2 Gini Ratio Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 

Provinsi yang menempati posisi terendah adalah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan indeks gini sebesar 0,247. Posisi terendah diraih karena 

dampak dari peningkatan pengeluaran konsumtif pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang di iringi dengan kemampuan penyerapan yang baik 

sehingga efek multiplier  dapat bekerja secara efektif (Aprillia et al., 2021) 

dampak baik ini merespon pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 
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meningkatkan porsi belanja barang dan modal tiap tahun nya (BPS Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, 2019). 

Provinsi yang memiliki permasalahan disparitas pendapatan tertinggi adalah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks gini sebesar 0,436. 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup baik tetapi 

dampak yang dirasakan belum signifikan karena tidak sejalan dengan peningkatan 

produktivitas masyarakat, kemudian masalah pengangguran yang belum 

terselesaikan dengan baik yang menjadi penyebab posisi disparitas pendapatan 

yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi tertinggi. 

Fenomena ini menunjukan bahwa distribusi pendapatan pada Provinsi 

Indonesia belum tersebar dengan baik, Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Kalimatantan Tengah juga mengalami ketimpangan (Harris & Yunani, 2019) 

selain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan 

Kalimantan Tengah beberapa Provinsi lainnya memiliki masalah ketimpangan 

yang di dibuktikan oleh (Putri & Wulandari, 2022; Heryanah, 2017; Novianti & 

Panjaitan, 2022; Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022).  

Disparitas pendapatan sering di hubungkan dengan belanja pemerintah 

terkhusus belanja untuk kebutuhan publik. Belanja Publik merupakan belanja 

wajib yang dikeluarkan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pelayanan 

publik.  (DJPK Kemenkeu RI, n.d.) Beberapa penelitian yang dilakukan di 

berbagai daerah (Cammeraat, 2020; Ernawati et al., 2021; Halaskova & Bednar, 

2020; Hassan et al., 2021; Mukhlis & Simanjuntak, 2018; Sánchez & Pérez-

Corral, 2018; Susetyo et al., 2018) menyatakan bahhwa belanja publik memiliki 
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hubungan dengan disparitas pendapatan. Berikut data perkembangan belanja 

pemerintah Indonesia berdasarkan fungsi untuk layanan pokok publik: 

 
Sumber: Kementrian Keuangan Indonesia (diolah) 

Gambar 1.3 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi Tahun 2005-2021 

 

Gambar 1.3 menunjukan posisi anggaran pemerintah dalam alokasi 

penyediaan kebutuhan publik, pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran 

pada kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan dan perlingungan dengan 

harapan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan kemudian sejahteranya 

kualitas hidup masyarakat dapat berdampak pada pemerataan pendapatan 

masyarakat Indonesia. (Susetyo et al., 2018) Mengaitkan disparitas pendapatan 

dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses utilitas publik, (Halaskova & 

Bednar, 2020) menghubungkan dengan belanja proteksi publik seperti asuransi 

dan bantuan biaya hidup kemudian dapat dilihat dari perkembangan anggaran 

untuk perlindungan sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai 

tahun 2016, mengacu pada pers (Bappenas, 2016) kenaikan anggaran belanja 

sosial pemerintah disebabkan oleh peningkatan nominal bantuan yang di berikan 
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kepada masyarakat terdaftar di dalam program PKH, bantuan sosial disabilitas dan 

kemensos melakukan intervensi ke bidang kesehatan seperti perbaikan gizi dan 

kesehatan ibu hamil.  

Keadaan pandemi di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk memecah 

fokus pengeluaran untuk bantuan sosial, sehingga anggaran pemerintah untuk 

kebutuhan sosial melejit ke angka 260 miliar rupiah pada tahun 2022.  Terbukti 

dampak dari program sosial ini dapat menurunkan nilai gini ratio sebesar 0,01 

pada tahun 2015 menjadi 0,40 yang mula nya 0,41. (Afonso & Schuknecht, 2008; 

Pestieau, 2006; Ulu, 2018) mengaitkan determinan pengeluaran sosial dengan 

disparitas pendapatan yang terjadi di negara OECD yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara pengeluaran sosial dan disparitas pendapatan.  

(Bloch, 2020; da Costa & Gartner, 2017) menyatakan hubungan belanja 

pendidikan dan kesehatan terhadap disparitas pendapatan. Menurut 

(Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022) terdapat beberapa poin yang sangat 

mempengaruhi disparitas pendapatan satu diantaranya adalah lama pendidikan 

masyarakat, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Doumbia & Kinda, 2019) 

menemukan bahwa kurang nya mobilitas masyarakat untuk mengakses fasilitas 

pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan akan memperparah disparitas 

pendapatan yang terjadi di Indonesia. Sehingga pengalokasian dana untuk 

kebutuhan kesehatan dan pendidikan penting dilakukan, pada Gambar 1.3 

perkembangan anggaran belanja pendidikan dan kesehatan terus meningkat mulai 

dari tahun 2005 dimana pemerintah menganggarkan dana sebesar 25,9 miliar 

untuk pendidikan dan 7,0 miliar untuk kesehatan dan terus mengalami 
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peningkatan hingga tahun 2021 Pemerintah menganggarkan dana sebesar 175,2 

miliar untuk kebutuhan pendidikan dan 139,5 miliar untuk kebutuhan kesehatan.  

Kebijakan pemerintah Indonesia telah sejalan dengan teori belanja 

permerintah dimana alokasi belanja dilakukan untuk mensejahterakkan rakyat dan 

demi kepentingan bersama sehingga dalam hal ini penggunaan APBD dapat di 

anggarkan untuk keperluan pembiayaan masyarakat di daerah tersebut. Belanja 

pemerintah secara umum berpengaruh terhadap disparitas yang terjadi antar 

wilayah (Sari et al., 2021). Upaya pemerintah dalam mengkontrol tingkat 

disparitas di Indonesia agar tetap stabil adalah dengan menyediakan kebutuhan 

infrastruktur publik melalui anggaran belanja pemerintah berikut anggaran 

pemerintah dalam belanja publik. 

Determinan disparitas pendapatan biasa dilibatkan dengan faktor sosial 

ekonomi seperti institusi, pengeluaran sosial dan tingkat pengembalian modal 

(Chu & Hoang, 2020, Autor, 2014) namun pada titik tertentu faktor yang 

mempengaruhi tingkat disparitas adalah kapabilitas suatu negara dalam kegiatan 

produksi, kompleksitas ekonomi adalah konsep yang mengukur tingkat 

produktifitas suatu negara (Hartmann, Guevara, Jara-Figueroa, Aristarán, & 

Hidalgo, 2017, Cristelli, Gabrielli, Tacchella, Caldarelli, & Pietronero, 2013). 

Menurut (Hidalgo & Hausmann, 2009) kompleksitas ekonomi adalah proses 

jangka panjang. Selama proses ini, faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

lainnya terus berkembang dan dapat mempengaruhi sifat hubungan antara 

kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan. Sehingga faktor kompleksitas 

adalah komponen yang bersifat fluktuatif tergantung dengan kondisi yang terjadi 
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di suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas 

ekonomi dapat menggunakan ekspor atau perdagangan seperti pengamatan yang 

dilakukan (Cristelli et al., 2013). 

Upaya pemerintah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 

pengurangan kemiskinan, upaya pemerintah dalam menganggulangi kemiskinan 

harus sesuai dengan pemerataan pendapatan masyrakat (Van Leeuwen and 

Földvárian Leeuwen & Földvári, 2016). Merujuk pada Gambar 1.1 posisi 

ketimpangan Indonesia secara nasional berada pada posisi tingkat disparitas 

sedang, pada posisi ini disparitas dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan perluasan tingkat kemiskinan. (Chu & Hoang, 2020) menyarankan 

bahwa untuk merasakan dampak dari kompleksitas ekonomi dalam menurunkan 

disparitas harus dilakukan upaya seperti peningkatan kegiatan produksi dan 

efisiensi belanja publik untuk mencapai kebebasan, selanjutnya (Aydan et al., 

2022; Novianti & Panjaitan, 2022) meneliti bahwa efek belanja publik seperti 

belanja pendidikan kesehatan dan sosial memiliki dampak yang berbeda di tiap 

daerah tergantung dengan pendapatan di daerah tersebut. Sehingga kajian 

mengenai  pemerataan distribusi pendapatan secara regional perlu dilakukan.  

(Novianti & Panjaitan, 2022) menyatakan bahwa penting untuk mengetahui 

dampak pemberian bantuan sosial melalui proram pemerintah karena memiliki 

potensi dalam penurunan disparitas pendapatan. Upaya pemerintah melalui 

belanja publik dan kompleksitas ekonomi yang di ukur menggunakan tingkat 

perdagangan dapat berkontribusi dalam upaya pemerintah dalam proses 

pemerataan pendapatan sehingga penelitian dapat disimpulkan dalam judul 
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“Pengaruh Belanja Publik dan Kompleksitas Ekonomi Terhadap Disparitas 

Pendapatan di Indonesia” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh belanja sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, 

dan perdagangan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pengaruh belanja sosial, 

belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan perdagangan terhadap disparitas 

pendapatan di Indonesia? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan dilakukan nya sebuah penelitian, diharapkan 

penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik 

a. Kesimpulan dari penelitian bisa menjadi informasi untuk masyarakat 

yang memiliki keingintahuan di bidang belanja pemerintah sektor 

publik, kompleksitas dan disparitas pendapatan. 

b. Diharapkan hasil peneltian dapat menambah referensi yang 

berhubungan dengan pengeluaran pemerintah sektor publik, 

kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan yang kemudian 

dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kajian topik ini. 
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c. Hasil diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan terkhusus 

dalam bidang penganggaran belanja publik dan pembangunan daerah, 

kemudian menjadi saran untuk pengembangan penelitian seterusnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kesimpulan penelitian diharapkan bisa menjadi pedoman atau acuan 

dalam proses pengambilan keputusan bagi para pemangku kebijakan 

untuk menetapkan kebijakan mengenai penganggaran belanja publik, 

kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan. 

b. Penelitian diharapkan dapat berkontribusi untuk pemerintah dan 

organisasi tertentu mengenai belanja publik, kompleksitas ekonomi 

dan disparitas pendapatan. 
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